







Keberadaan anak jalanan sudah lazim kelihatan di kota-kota besar di Indonesia. Dari tengah masyarakat pun sudah terdengar berbagai ragam komentar yang mengeluhkan keberadaan anak jalan di ruang-ruang public kota. Oleh karena itu, pemerintah dituntut menggunakan instrument kebijakannya secara optimal guna mengatur dan membina anak jalan, dalam konteks memberikan perlindungan sebab anak merupakan karunia Ilahi dan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Azasi Anak merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the right of the child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). 
Sebagai fenomena social, masalah anak jalanan tidak serta-merta mendapatkan perhatian dan penanganan melalui instrument kebijakan pemerintah. Di Indonesia, fenomena anak jalanan sebagai masalah social tidak disikapi secara bersamaan oleh pemerintah masing-masing daerah. Selain karena pertumbuhan dan kompleksitas kehidupan social masing-masing kota di Indonesia memang berbeda, hal ini terkait juga dengan peran pemerintah kota sebagai instrument manajemen dalam pembangunan kota. Sebagai instrument manajemen pembangunan yang berbasis teknokratik dan politik, pemerintah kota dapat saja menunda untuk membina dan menangani permasalahan anak jalanan. Hal itu tercermin melalui kebijakan pembangunan (RKPD) pemerintah kota setiap tahunnya. Bahkan dengan mengacu pada konsepsi kebijakan Dye (1978), pemerintah kota dapat saja memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apa-apa terkait anak jalanan, baik sebagai fenomena social maupun sebagai masalah publik. 
Keputusan pemerintah untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah pembinaan dan penanganan terhadap fenomena anak jalanan di Indonesia baru dimulai pada dekade 1970an. Hal itu diinisiasi oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta pada masa arus urbanisasi besar-besaran melanda Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Pemerintah Kota Makassar sendiri baru mulai mengalokasikan sumberdaya publicnya dalam bentuk kebijakan yang tertuju pada fenomena atau komunitas anak jalanan pada decade berikutnya, yakni 1980an.
Tercatat, kebijakan program kegiatan pertama yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar dalam merespon permasalahan anak jalanan kota, tertuang dalam Hasil Raker Pemerintah Kota Makassar Tahun 1985. Pada era tersebut, diksi yang digunakan untuk mengidentifikasi fenomena anak jalanan dalam kebijakan program Pemerintah Kota Makassar adalah Program Pembinaan Anak Gelandangan. Kemudian secara inkremental, kebijakan program pembinaan anak jalan tersebut kembali hadir dalam tahun-tahun berikutnya hingga era Meillenium ini dengan tag line program kebijakan ‘pembinaan anak jalanan’.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya pembinaan terhadap anak jalanan bukannya tidak pernah dilakukan. Pemerintah Kota Makassar senantiasa memperbaharui kebijakan program kegiatannya mengikuti kecenderungan situasi masyarakat dan perkembangan ilmu manajemen program. Salah satu variasi terkini dari kebijakan program kegiatan Pemerintah Kota Makasar yang dilaksanakan sejak tahun 1998 adalah pencanangan Program Rumah Singgah. Dimana bagi anak jalanan disediakan rumah penampungan dan pendidikan (Draft Pembinaan Anak Jalanan Pemkot Makassar, 1998). Selain itu, pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar, menyelenggarakan program bersama sejumlah LSM yang concern  terhadap masalah ini. Kebanyakan bergerak dalam bidang pendidikan alternatif bagi anak jalanan. 
Tampak jelas bahwa kebijakan program yang ditujukan sebagai bentuk penanganan masalah anak jalanan sudah diupayakan, baik melalui instansi teknis yang langsung bertindak selaku leading sector masalah social ini. Kerjasama instansi teknis dalam jaringan pemerintah kota dengan berbagai unsur masyarakat sipil juga sudah berlangsung. Dengan demikian, tentu hal tersebut mengindikasikan suatu dinamika interaktif antar organisasional. Dinamika interaktif antar organisasional ini berlangsung dalam jaringan kerja pemerintah kota, berlangsung pula antar pemerintah dengan actor pembangunan lain sebagaimana konsepsi good governance.
Namun paradigm penelitian ini tidak hendak menjejakkan diri pada konstelasi bagaimana keseluruhan interaksi antar organisasional tersebut berlangsung secara demokratis menurut konsepsi good governance, melainkan menitikberatkan pandangannya pada hubungan administrative manajerial antar penyelenggara program pembinaan anak jalanan dalam jaringan Pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini, konteks implementasi program kegiatan masing-masing institusi teknis dalam jaringan Pemerintah Kota Makassar melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kolaborasi yakni Koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi disingkat dalam inisialisasi Johnson, Kast & Rosenweig (2002; 11) KISSME. Urgensi dan relevansi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen kolaborasi tersebut memungkinkan penyelenggaraan program pembinaan anak jalan, mencapai efisiensi dan efektivitas implementasi yang tinggi mengingat kemanfaatan prinsip-prinsip manajemen kolaborasi. 
Kemanfaatan penerapan prinsip manajemen kolaborasi tersebut memungkinkan kerja para actor dalam pelaksanaan program kegiatan pembinaan anak jalanan dimaksud mencapai value dan manfaat; 1) integrasi kegiatan dan tujuannya; 2) kesesuaian perspektif akibat perbedaan nomenklatur 3) keselarasan dan harmonisasi waktu, data serta aspek teknis kegiatan; 4) saling support perangkat berteknologi dalam pelaksanaan kegiatannya.  Namun keseluruhan value dan manfaat tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan koordinasi antar instansial (lintas sektoral) dalam jaringan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki relevansi program kegiatan satu sama lain.
Dalam berbagai dokumen, termasuk keterangan kepala SKPD hingga pernyataan Kepala Pemerintahan Kota Makassar, semua familiar dengan penggunaan istilah koordinasi lintas sektoral sebagai indikasi diterapkannya manajemen kolaborasi lintas manajemen SKPD. Namun khusus dalam kaitan interaksi lintas manajemen antara Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar, tidak ditemukan bukti-bukti penerapan prinsip-prinsip manajemen kolaborasi. Bahkan, kedua pihak dinas tersebut tidak saling mengetahui program masing-masing yang terkait karena mengacu pada satu fenomena social yang sama yakni anak jalanan. Data yang menunjukkan bukti-bukti dilakukannya koordinasi oleh Dinas Sosial Kota Makassar satu-satunya hanyalah pertemuan dengan pihak Yayasan Peduli Negeri, sebuah lembaga partisipasi pembangunan yang aktif terlibat melalui program pembinaan anak jalanan Dinas Sosial Kota Makassar. Tidak ada bukti koordinasi antar leadingsectors, terutama leading sectors yang menangani fenomena social yang sama dengan Dinas Social.
Kelemahan praktek manajemen kolaborasi yang menyebabkan masih terjadinya perbedaan data anak jalanan antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan disebabkan oleh ketiadaan penerapan prinsip sinkronisasi. Dalam hal ini sinkronisasi adalah salah satu fungsi teknis dalam manajemen kolaborasi yang dapat menghindarkan kedua institusi teknis di jajaran pemerintah Kota Makassar dari pemilikan data yang debatable. 
Penanganan masalah anak jalanan sesungguhnya bukan saja menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja (Dinas Sosial), tetapi merupakan tanggung jawab bersama antar jaringan pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat, secara keseluruhan. Peran dan fungsi organisasi pemerintah Kota Makassar sebagai institusi publik  seharusnya  meliput masalah anak jalanan sebagai persoalan dalam aspek kehidupan social kemasyarakatan. Persoalannya, selama ini, aksi-aksi penanganan anak jalanan masih dilakukan secara sporadik, sektoral  dan  temporal  serta kurang terencana, kurang terintegrasi secara baik dalam suatu fungsi manajerial yang bersifat kolaboratif. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar tidak terbiasa berkolaborasi, bahkan terhadap sesama institusi dalam jaringan kerja organisasi publik dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sendiri sekalipun. Akibatnya, efisiensi dan efektivitas program dalam fakta penanganan menjadi tidak menemukan akurasi dan fenomena anak jalanan tetap saja eksis hingga kini. Kompleksitas tersebut kemudian menyiratkan inefisiensi dan inefektifitas, yang semestinya diacu sebagai target dan tujuan praktek manajemen publik.
Disamping performa yang timbul sebagai efek manajerial tersebut, dimungkinkan pula dampak finansial yakni efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Sebagaimana historisitas yang diuraikan terdahulu, dapat tergambarkan akumulasi penggunaan anggaran pembiayaan program ini dan rasionalitasnya. Apabila argumentasi ini difokuskan pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan melalui program kegiatan pembinaan anak jalanannya yang relavan satu sama  lain, maka akumulasi penggunaan anggaran berikut dapat menunjukkan dampak finansial dari pelaksanaan program tersebut.
Data factual menunjukkan, Dinas Sosial memiliki 5 (lima) ragam program kegiatan yang secara spesifik fokus pada komunitas anak jalanan. Dinas Pendidikan memiliki 3 (tiga) ragam program kegiatan dalam satu tahun RKPD Pemerintah Kota Makassar. Rata-rata penganggaran tertinggi  satu program kegiatan tersebut berkisar ±Rp. 200 Juta. Berarti satu tahun RKPD menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1,6 Miliar. Bila program yang sama dilaksanakan melalui 5 kali RKPD tahunan, maka pemborosan anggaran menjadi Rp. 8 Miliar. Padahal program pembinaan anak jalanan Kota Makassar terbukti tidak manjur karena fenomena anjal tetap eksis hingga kini.
Kemudian bila dalam lima tahun RKPD sudah diketahui bukti ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan program kegiatan pembinaan anak jalanan kedua institusi publik tersebut, maka kebijakan inkremental ini hanya merupakan upaya sia-sia belaka, yang dalam rancangan penelitian ini diistilahkan sebagai pembiaran malmanagement, sebuah terminologi yang berasosiasi dengan delik tata usaha negara.   
Demikian ekstrimnya nilai dari pendekatan terhadap fenomena anak jalan di Kota Makassar tersebut sehingga dari sekian banyak aspek yang mungkin mempengaruhi ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan pelaksanaan program pembinaan anak jalanan, maka berdasarkan faktual problem penelitian tersebut, kemudian ditetapkan determinan manajemen kolaborasi sebagai aspek teoritis yang urgen  dan  relevan untuk  menuntun arah penelitian. Dimensi  manajemen  kolaborasi ini  ditetapkan sebagai  entry  point  untuk  masuk dan meneliti kolaborasi kebijakan program kegiatan pembinaan anak jalanan Kota Makassar sebagai possibility  tersisa sebelum indikasi malmanagement benar-benar dapat menjadi klaim dalam hal ini. 

B.	Rumusan Masalah
Rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan sekaitan dengan latar belakang masalah dan factual problem tersebut, antara lain sebagai berikut:
1.	Bagaimana pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di Kota Makassar berlandas pada prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi? 
2.	Mengapa pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di Kota Makassar tidak dapat optimal berlandas pada prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi?  




Guna mendeskripsikan proses pelaksanaan program pembinaan anak jalanan yang ditempuh Pemerintah Kota Makassar dan mengindikasikan dipraktekkannya prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi. Disamping menganalisa deskripsi proses tersebut guna mengetahui sebab musabab tidak terwujudnya prinsip-prinsip manajemen kolaborasi dalam kompleks pelaksanaan program pembinaan anak jalanan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini juga akan merekomendasikan model proses pelaksanaan program pembinaan anak jalanan yang berlandas pada prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi sebagai model kolaborasi.
2.	Tujuan Khusus
a.	Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di Kota Makassar berlandaskan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi sebagai model kolaborasi.
b.	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebab musabab yang melatari pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di Kota Makassar tidak dapat optimal berlandas pada prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi sebagai model kolaborasi




Penelitian ini berupaya menjelaskan realitas obyektif pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di Kota Makassar berlandaskan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi sebagai model kolaborasi.  Mengetahui eksistensi ontologik penyebab  tidak optimalnya aplikasi prinsip-prinsip manajemen kolaborasi tersebut dalam pelaksanaan program kegiatan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. 
2.	Manfaat praktis
a.	Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang manajemen kolaborasi studi lintas manajemen pada organisasi publik melalui kebijakan program kegiatan pembinaan anak jalanan.
b.	Penelitian ini memberikan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan melalui sintesa sebab musabab tidak terwujudnya praktek manajemen kolaborasi dalam kebijakan program kegiatan pembinaan anak jalanan kedua institusi publik dalam lingkup pemerintah daerah kota.
c.	Penelitian ini bernilai guna dalam perbaikan proses manajerial mula dari fungsi generik POAC institusi publik hingga pada fase pelaksanaan kebijakan program kegiatannya.
d.	Sebagai bahan preferensi eksekutif dalam pengendalian proses manajerial institusi publik sehingga kebijakan program kegiatan yang sifatnya dapat dikolaborasikan bisa diwujudkan.

e.	

